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Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi manajemen SDM sektor publik,
menuntut aparatur yang tidak hanya kompeten secara digital tetapi juga beretika dalam
pelayanan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi model manajemen SDM publik berbasis
kompetensi digital dan etika pelayanan melalui pendekatan konseptual dengan sintesis literatur.
Data bersumber dari jurnal bereputasi dan laporan resmi Dinas Kepegawaian Kota Gorontalo
(2022-2024), dianalisis menggunakan analisis isi dan pemetaan teoretis. Hasil penelitian
menunjukkan adanya kesenjangan antara penguatan kompetensi digital dan internalisasi etika
pelayanan, yang berdampak pada belum optimalnya layanan publik digital. Selain itu, kompetensi
digital belum terintegrasi dengan budaya organisasi dan kepemimpinan. Penelitian ini
mengusulkan model integratif yang mengaitkan kompetensi digital (enabler), etika pelayanan
(moral regulator), budaya organisasi adaptif (institutional driver), dan kepemimpinan
transformatif (change catalyst) dalam kerangka human-centric digital governance. Kebaruan
terletak pada integrasi keempat dimensi dalam satu model sistemik yang kontekstual dan
aplikatif.
Kata kunci: Manajemen SDM Publik, Kompetensi Digital, Etika Pelayanan Publik, Rekonstruksi
Model, Kota Gorontalo.

A Public Human Resource Management Model Based on Digital Competencies and
Public Service Ethics: A Conceptual Study at the Gorontalo City Civil Service Agency

Abstract

The rapid advancement of digital technology has transformed public sector human resource
management, requiring civil servants to be not only digitally competent but also ethically grounded
in service delivery. This study aims to reconstruct a public HRM model based on digital competence
and public service ethics using a conceptual approach through literature synthesis. Data were
obtained from reputable journals and official reports of the Gorontalo City Civil Service Agency
(2022-2024) and analyzed using content analysis and theoretical mapping. The results reveal a gap
between digital competence development and the internalization of service ethics, leading to
suboptimal digital public service quality. In addition, digital competence has not been systematically
integrated with organizational culture and leadership. This study proposes an integrative model
linking digital competence as an enabler, service ethics as a moral regulator, adaptive
organizational culture as an institutional driver, and transformational leadership as a change
catalyst within a human-centric digital governance framework. The novelty lies in integrating these
four dimensions into a unified, contextual, and applicable systemic model.

Keywords: Public Human Resource Management, Digital Competence, Public Service Ethics, Model

Reconstruction, Gorontalo City.
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PENDAHULUAN mengkaji bagaimana 1Tekonstr.uksi

manajemen SDM dapat mengintegrasikan

Transformasi digital dalam tata  duaaspekini: kompetensi digital dan etika
kelola pemerintahan telah menjadi pelayanan.

keniscayaan di era revolusi industri 4.0.
Pemerintah Indonesia melalui kebijakan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dan Grand Design Reformasi
Birokrasi 2025 menempatkan penguatan
kompetensi digital aparatur sebagai
prioritas strategis (Hakim dkk., 2022;
Kencono dkk., 2024; Manik & Juwono,
2024). Namun, digitalisasi birokrasi tidak
hanya menuntut kemampuan teknis
dalam penguasaan teknologi, tetapi juga
kepekaan etis dalam memberikan layanan
publik yang adil, transparan, dan
berorientasi pada manusia (Hanif dkk.,
2023; Rahmi & Yuzaria, 2021). Di tengah
upaya digitalisasi ini, muncul pertanyaan
mendasar: bagaimana menyeimbangkan
efisiensi digital dengan nilai-nilai moral

pelayanan publik?
Fenomena di lapangan
menunjukkan bahwa peningkatan

kemampuan digital ASN tidak selalu
diikuti oleh peningkatan kualitas etika
pelayanan. Aparatur sering kali fokus
pada aspek teknis penggunaan sistem
daring, namun kurang memperhatikan
prinsip dasar pelayanan publik seperti
empati, keadilan, dan akuntabilitas
(Yuningsih dkk., 2025; Tyas dkk., 2025).
Hal ini menimbulkan risiko dehumanisasi
pelayanan di mana proses digital justru
menjauhkan birokrat dari nilai-nilai

kemanusiaan yang menjadi esensi
pelayanan publik (Hanandy &
Sakapurnama, 2024; Nurhayati dkk,
2024; Susu dkk, 2024). Dinas

Kepegawaian Kota Gorontalo sebagai
lembaga yang mengelola pengembangan
ASN menjadi locus penting untuk

Berdasarkan data dari Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Gorontalo pada tahun 2024, jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan
fluktuasi selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Golongan Selama 3 (Tiga) Tahun
Terakhir di Pemerintah Kota

Gorontalo
KEL. PANGKAT/G 202 202 202
ASN OL 2 3 4
PNS Gol. ] 15 10 10
Gol. II 515 387 387
Gol. III 219 217 218
3 8 2
Gol. IV 111 106 108
6 7 6
PPPK \Y - 1 1
VII - 6 6
IX 66 186 186
X - 25 25
JUMLA 390 386 388
H 5 0 3
TOTA
L

Sumber: BKD, 2025

Tabel 1. menunjukkan jumlah ASN
berdasarkan golongan selama tahun
2022-2024 sebagai berikut: Golongan I
sebanyak 10 orang, Golongan II sebanyak
387 orang, Golongan III sebanyak 2.182
orang, dan Golongan IV sebanyak 1.086
orang. Selain itu, terdapat 218 tenaga
PPPK, sehingga total ASN pada tahun 2024
berjumlah 3.883 orang.
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Tabel 2.
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Terakhir, Pangkat dan Golongan di
Pemerintah Kota Gorontalo

KEL. PANGKAT/GOL SD SMP SMA D- D- D- D-

s1 S2 S JUMLAH
ASN 1 nom I 3

PNS Gol. I 7 2 1 - - - - 10

Gol. 11 - 3 272 22 12 76 - 2 - - 387

Gol. 11 - - 185 21 11 350 66 1477 71 1 2182

Gol. IV - - 15 9 5 35 789 223 10 - 1086

PPPK v - - - - - - - 1 - - 1

Vi - - - - - 1 - 5 - - 3

X - - 1 - - - - 185 - - 186

X 25 25

Total 7 5 474 43 32 432 101 2484 294 11 3883

Sumber: BKD, 2025

Komposisi ASN berdasarkan tingkat
pendidikan  menunjukkan = dominasi
lulusan S1 (64%), diikuti D-III (432 orang)
dan S2 (294 orang), sementara sebagian
lainnya masih berpendidikan SMA (474
orang) dan SD SMP (12 orang). Struktur
ini secara formal mencerminkan kapasitas
akademik yang memadai, namun tidak
secara linear berbanding lurus dengan
kesiapan kompetensi digital. Korelasi
yang bersifat moderat antara tingkat
pendidikan dan literasi digital (r=0,43)
menegaskan bahwa problem utama tidak
terletak  pada  kualifikasi  formal,
melainkan pada lemahnya proses
konversi pengetahuan akademik menjadi
kapabilitas digital yang operasional dalam
praktik birokrasi.

Pada tataran makro, Indeks Literasi
Digital Indonesia tahun 2023 (3,54;
kategori sedang) dan Indeks Integritas
Nasional SPI KPK, (2025) (72,32; kategori
waspada) memperlihatkan adanya dua
gap yang Dbersifat sistemik, yakni
kesenjangan kompetensi digital dan
defisit integritas aparatur (komdigi, 2024;
komdigi, 2022). Kedua variabel ini tidak
berdiri  sendiri, melainkan  saling
berkelindan dalam menentukan kualitas
pelayanan publik. Namun demikian,

desain kebijakan pengembangan SDM

publik  masih  cenderung  parsial
memisahkan  peningkatan  kapasitas
digital dari internalisasi nilai etika

sehingga menghasilkan aparatur yang
adaptif secara teknologis tetapi belum
tentu akuntabel secara moral.

Secara konseptual, kondisi ini
mengindikasikan adanya fragmentasi
dalam bangunan teori manajemen SDM
publik. Literatur dominan masih terjebak
dalam dikotomi antara hard skills digital

dan soft values etika pelayanan.
Pendekatan teknokratis menempatkan
digitalisasi sebagai tujuan, sementara

perspektif normatif memposisikan etika
sebagai instrumen pelengkap, bukan
sebagai variabel yang secara inheren
membentuk perilaku digital aparatur
(Sabatti, 2023). Ketiadaan sintesis teoritik
ini berdampak pada absennya model yang
mampu menjelaskan relasi kausal dan
fungsional antara kompetensi digital dan
integritas dalam satu kerangka manajerial
yang utuh (Herfianti dkk., 2024; Iriansyah
dkk., 2023).

Berangkat dari celah
penelitian ini mengonstruksi model
integratif manajemen SDM  publik
berbasis human-centric digital governance
dengan menempatkan kompetensi digital
sebagai enabling structure dan etika
pelayanan sebagai normative control
system dalam satu siklus yang saling
menguatkan. Relasi keduanya tidak
bersifat aditif, melainkan interdependen:
kapasitas digital tanpa regulasi etis
berpotensi melahirkan deviasi pelayanan,
sementara etika tanpa  dukungan
kompetensi digital berisiko menghasilkan
inefisiensi birokrasi (Iriansyah dkk., 2023;

tersebut,

Indriasari dkk., 2017; Muliawaty &
Framesthi, 2020; Kamaly dkk., 2024).
Kebaruan (theoretical  novelty)

penelitian ini terletak pada dua aspek
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utama. Pertama, rekonstruksi hubungan
konseptual yang menempatkan dimensi
teknologis dan moral dalam satu
arsitektur sistemik, bukan sebagai entitas
yang terpisah. Kedua, penguatan basis
empiris melalui pendekatan komparatif
antara ASN yang belum dan telah terampil
dalam penggunaan teknologi, sehingga
memungkinkan pengukuran efektivitas
transformasi kompetensi digital secara
lebih terstruktur dan terverifikasi.

Olehnya, penelitian ini tidak hanya
memperluas horizon teoretis dalam kajian
manajemen SDM publik, tetapi juga
menawarkan model yang operasional,
kontekstual, dan aplikatif untuk
memperkuat birokrasi digital yang adaptif
sekaligus berintegritas, khususnya pada
level pemerintahan daerah.

Kajian Teoretis

Manajemen SDM Publik dalam

Paradigma Pemerintahan Modern
Manajemen SDM publik

merupakan fondasi strategis dalam

membangun birokrasi yang adaptif dan
akuntabel. Pergeseran dari Old Public
Administration (OPA) ke New Public
Management (NPM), hingga Digital Era
Governance (DEG) menunjukkan
perubahan orientasi dari kepatuhan
prosedural menuju kinerja dan kapasitas
digital (Ricky & Rahimallah, 2022;
Rahimallah & Ricky, 2023; Gradillas &
Thomas, 2025). OPA menekankan
stabilitas melalui hierarki dan kontrol
administratif, sementara NPM
mengedepankan efisiensi dan pengukuran
kinerja individu (Selly & Madubun, 2023;
Becchetti dkk., 2022). Namun, NPM
dikritik karena cenderung mereduksi

aparatur sebagai entitas produktivitas,
mengabaikan dimensi nilai publik.

DEG hadir sebagai koreksi dengan
menekankan integrasi digital, kolaborasi,
dan orientasi layanan berbasis teknologi.

Meski demikian, literatur mutakhir
memperdebatkan bahwa digitalisasi tidak
otomatis meningkatkan kualitas

pelayanan tanpa kesiapan SDM (Gradillas
& Thomas, 2025). Dalam konteks daerah,
seperti Kota Gorontalo, transformasi
digital seringkali bersifat technology-
driven, sementara kapasitas aparatur
tertinggal (Hulopi dkk., 2025). Oleh
karena itu, manajemen SDM publik
modern menuntut integrasi antara
kompetensi digital dan nilai etika sebagai
basis human-centric governance.

Kompetensi Digital sebagai Pilar
Adaptif SDM Publik

Kompetensi digital didefinisikan
sebagai kemampuan memahami,

menggunakan, dan mengelola teknologi
untuk mendukung Kkinerja organisasi
(Ogonek & Hofmann, 2018). Secara umum,
kompetensi ini mencakup literasi digital,
keterampilan teknis-analitis, dan
adaptabilitas terhadap inovasi
(Febriyanto & Dwiliandari, 2022). Dalam
praktik birokrasi, kompetensi digital
terbukti meningkatkan efisiensi dan
responsivitas layanan berbasis elektronik.

Namun, terdapat perdebatan
mendasar: apakah kompetensi digital
cukup dipahami sebagai kemampuan
teknis? Perspektif kritis menolak reduksi
ini dengan menegaskan bahwa
kompetensi  digital juga mencakup
dimensi kognitif dan etis (Van Popering-
Verkerk dkk., 2022). Tanpa integrasi etika,
digitalisasi  berpotensi menghasilkan
layanan yang efisien tetapi tidak adil.
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Dalam konteks ASN, kompetensi digital Integrasi Konseptual: Sinergi
karenanya tidak hanya berfungsi sebagai Kompetensi  Digital dan  Etika
technical enabler, tetapi juga sebagai Pelayanan Publik
instrumen penciptaan nilai publik melalui Sintesis  literatur = menunjukkan
pengelolaan data yang akuntabel dan bahwa kompetensi digital dan etika

inklusif (Karim dkk., 2025).

Etika Pelayanan Publik dalam Era
Digitalisasi Birokrasi

Etika pelayanan publik menjadi
variabel kunci dalam memastikan bahwa
transformasi digital tetap berorientasi
pada kepentingan masyarakat. Dalam
perspektif New Public Service, esensi
pelayanan publik terletak pada prinsip
serving rather than steering (Denhardt &
Denhardt, 2015). Namun, digitalisasi
menghadirkan kompleksitas baru berupa
risiko manipulasi data, eksklusi digital,
dan dehumanisasi pelayanan.

Literatur = menunjukkan adanya
ketegangan antara pendekatan
teknokratis yang menekankan efisiensi
sistem dan pendekatan normatif yang
menekankan  keadilan  serta  nilai
kemanusiaan (Kryscynski & Coff, 2024;
Van Popering-Verkerk dkk., 2022). Dalam
praktiknya, ASN dihadapkan pada dilema
antara kecepatan layanan dan
perlindungan privasi, serta antara
transparansi dan keadilan akses. Oleh
karena itu, etika publik tidak hanya
berfungsi sebagai pedoman normatif,
tetapi juga sebagai mekanisme pengendali
dalam penggunaan teknologi.

Olehnya, efektivitas birokrasi digital
tidak hanya ditentukan oleh tingkat
kompetensi digital, tetapi oleh sejauh
mana nilai-nilai etika diinternalisasi
dalam praktik pelayanan. Dalam konteks
kelembagaan, penguatan etika digital
melalui kebijakan SDM menjadi prasyarat
untuk menjaga kepercayaan publik di
tengah transformasi teknologi.

pelayanan publik merupakan dua dimensi
yang saling bergantung: kompetensi tanpa
etika menghasilkan efisiensi tanpa
keadilan, = sementara  etika  tanpa
kompetensi melahirkan komitmen tanpa
efektivitas. Oleh karena itu, model
manajemen SDM publik modern harus
dibangun atas integrasi  simultan
keduanya.

Integrasi ini beroperasi dalam tiga
lapisan sistemik, yaitu: (1) level individu,
melalui penguatan keterampilan digital
dan internalisasi nilai etika ASN; (2) level
organisasi, melalui kebijakan dan budaya
kerja digital yang berintegritas; dan (3)
level ekosistem, melalui tata kelola
berbasis teknologi yang transparan dan
akuntabel (Kim & Shin, 2019).

Dalam kerangka ini, kompetensi

digital  berfungsi  sebagai  enabler
efektivitas birokrasi, sedangkan etika
pelayanan publik sebagai guardian

integritas sistem. Keduanya membentuk
fondasi manajemen SDM publik yang
berorientasi pada digital competence with
moral intelligence sebagai prasyarat
utama birokrasi digital yang adaptif dan
berlegitimasi (Gerhart dkk., 2009).

METODE
Penelitian ini menggunakan
pendekatan konseptual-analitis

(conceptual analytical approach) yang
berfokus pada pengembangan kerangka
teoretis dan model manajemen SDM
publik berbasis kompetensi digital dan
etika pelayanan publik (Amila Nkk
Gamage, 2025; Johnson & Christensen,
2020). Pendekatan ini mengintegrasikan
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teori, temuan empiris terdahulu, dan Pengembangan Model Konseptual
refleksi praktik birokrasi daerah untuk Manajemen SDM Publik

merespons tantangan transformasi digital
sektor publik (Creswell & Guetterman,
2025; Haq & Yasin, 2025). Berbeda dari
pendekatan empiris, studi ini tidak
menguji hipotesis, melainkan
mengkonstruksi model normatif melalui
sintesis literatur dan analisis konteks
kebijakan kepegawaian di Kota Gorontalo.

Proses analisis dilakukan secara
sistematis melalui empat tahap: (1)
eksplorasi literatur terkait manajemen
SDM publik, kompetensi digital, dan etika
pelayanan; (2) identifikasi kesenjangan
antara kerangka teoretis dan kondisi
empiris ASN di Dinas Kepegawaian Kota
Gorontalo; (3) sintesis integratif untuk
membangun proposisi teoretis; dan (4)
konstruksi model konseptual yang
memetakan  hubungan antarvariabel
utama. Data sekunder bersumber dari
laporan resmi Dinas Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo
(2022-2024) serta literatur ilmiah
bereputasi. Pada tahun 2024, jumlah ASN
tercatat 3.883 orang (3.666 PNS dan 217
PPPK), didominasi oleh lulusan S1 (2.484)
dan S2 (294) serta golongan III dan IV,
yang mencerminkan kapasitas intelektual
memadai namun masih menghadapi
tantangan pada literasi digital dan etika
pelayanan.

Analisis dilakukan menggunakan
content analysis dan theoretical mapping
untuk menghubungkan konstruksi
teoretis dengan konteks kelembagaan,
sehingga menghasilkan model konseptual
yang sistematis, relevan, dan terbuka
untuk pengujian empiris lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan model manajemen SDM
publik dalam penelitian ini berangkat dari
fragmentasi teoretis antara Human Capital
Development  (HCD),  Organizational
Capability (0C), dan Ethical Governance
(EG), yang masing-masing menekankan
kompetensi individu, kapasitas sistemik
organisasi, dan integritas normatif
birokrasi, namun masih berkembang
secara parsial dan belum mampu
menjelaskan transformasi SDM publik
secara komprehensif dalam konteks
digital. Untuk menutup celah tersebut,

penelitian ini mengajukan sintesis
integratif yang memadukan ketiga
pendekatan dalam satu  kerangka

konseptual, sehingga menghasilkan model
manajemen SDM publik yang secara
simultan mendorong penguatan
kompetensi digital, peningkatan
kapabilitas organisasi, dan internalisasi
etika pelayanan publik sebagai satu
kesatuan sistemik.

Model konseptual yang
dikembangkan dalam penelitian ini
mengadaptasi pola dari tiga kerangka
teoretis utama yang saling melengkapi:
Human Capital Development (HCD),
Organizational Capability (OC), dan Ethical
Governance (EG) (Ogonek & Hofmann,
2018; Febriyanto & Dwiliandari, 2022);
Andrews dkk., 2016; Wang & Zeng, 2017).
Ketiga kerangka ini dipilih karena masing-
masing menawarkan dimensi esensial
yang diperlukan dalam transformasi
digital birokrasi: HCD menyediakan
fondasi  pengembangan  kompetensi
individu ASN, OC membangun kapasitas
sistemik organisasi, dan EG memastikan
integritas moral dalam praktik pelayanan
publik.
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Integrasi fungsional ketiga kerangka
tersebut diwujudkan melalui model input-
proses-output-outcome yang diadaptasi
dari Human Capital Framework milik
Office of Personnel Management (OPM)
Amerika Serikat dan model kapabilitas
organisasi sektor publik yang
dikembangkan oleh (Andrews dkk., 2016).
Kerangka HCD menekankan bahwa
investasi strategis pada pengembangan
kompetensi SDM baik melalui rekrutmen
berbasis kompetensi maupun pelatihan
berkelanjutan merupakan prasyarat bagi
peningkatan Kkinerja organisasi (Becker,
dalam Kryscynski & Coff, 2024; (Battaglio
Jr, 2014). Sementara itu, kerangka OC
menggarisbawahi pentingnya stabilitas
personel, kesederhanaan struktural, dan
kemampuan adaptif organisasi dalam
menciptakan kapabilitas tinggi (Andrews
dkk., 2016; Wang & Zeng, 2017). Pada
dimensi ketiga, kerangka EG menegaskan
bahwa tata kelola etis yang mencakup
akuntabilitas, transparansi, dan integritas
menjadi fondasi kepercayaan publik dan
legitimasi  birokrasi  (Denhardt &
Denhardt, 2015; Cooper, 2012).

Berdasarkan hasil sintesis ketiga
kerangka teoretis tersebut, model
rekonstruksi manajemen SDM publik
berbasis kompetensi digital dan etika
pelayanan publik di Dinas Kepegawaian
Kota Gorontalo dapat digambarkan
sebagai berikut:

1. Input (Pondasi Pengembangan ASN)
Diadaptasi dari Human Capital
Development Framework

Komponen input bersumber dari
kerangka HCD yang menekankan investasi
awal pada pengembangan SDM sebagai

aset strategis Kryscynski & Coff (2024);

Ogonek & Hofmann (2018). Dalam

konteks digital, komponen ini mencakup:

a) Rekrutmen dan seleksi ASN berbasis

kompetensi digital dan nilai etika.

Praktik ini mengadaptasi prinsip
competency-based recruitment dari HCD
yang mengutamakan pencocokan antara
kemampuan kandidat dengan kebutuhan
organisasi (Ogonek & Hofmann, 2018).
Dalam era digital, rekrutmen tidak hanya
mengukur kualifikasi akademik tetapi
juga literasi digital dan sensitivitas etika
pelayanan publik.

b) Pelatihan pengembangan
literacy dan ethical awareness.

Investasi pada pelatihan merupakan
inti dari teori human capital yang
menyatakan bahwa peningkatan
pengetahuan dan keterampilan ASN akan
menghasilkan peningkatan produktivitas
organisasi (Battaglio Jr, 2014). Model ini
mengintegrasikan dimensi etika ke dalam
setiap program pelatihan digital untuk
mencegah dehumanisasi pelayanan.

digital

2. Proses Manajerial Diadaptasi dari

Organizational Capability

Framework

Komponen proses manjerial
bersumber dari kerangka OC yang
menekankan pentingnya sistem dan
mekanisme organisasi dalam

mentransformasi input menjadi kinerja
Andrews dkk. (2016); Wang & Zeng
(2017). Kapabilitas organisasi tidak hanya
bergantung pada kualitas individu, tetapi
juga pada  bagaimana  organisasi
mengelola, membina, dan mengawasi
SDM-nya. Komponen ini mencakup:
a) Penerapan digital performance
management system yang menilai kinerja
berbasis output digital.

Sistem ini mengadopsi prinsip OC
tentang pentingnya mekanisme penilaian
kinerja yang transparan dan berbasis data

untuk meningkatkan akuntabilitas
(Andrews dkk., 2016). Penggunaan
teknologi digital dalam manajemen
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kinerja memungkinkan pemantauan real- responsif, efisien, namun tetap
time dan umpan balik berkelanjutan. menjunjung prinsip keadilan dan
b) Supervisi berbasis nilai (value-based kemanusiaan.

leadership).

Dimensi ini mengintegrasikan
kerangka EG ke dalam proses manajerial,
di mana kepemimpinan tidak hanya fokus
pada pencapaian target tetapi juga pada
internalisasi nilai-nilai etika pelayanan
publik (Cooper, 2012; Denhardt &
Denhardt, 2015). Pemimpin transformatif
berfungsi sebagai role model yang
menyeimbangkan inovasi digital dengan
integritas moral.

3. Output (Hasil Langsung) Diadaptasi
dari integrasi HCD dan OC

Komponen output
merepresentasikan hasil langsung dari
investasi pada input dan proses yang
efektif. Konsep ini mengadaptasi model
human capital yang menekankan bahwa
investasi pada SDM akan menghasilkan
peningkatan kompetensi individu dan
kinerja organisasi Kryscynski & Coff,
(2024), dikombinasikan dengan prinsip
OC bahwa kapabilitas organisasi yang
tinggi menghasilkan pelayanan publik
yang berkualitas (Andrews dkk., 2016).
Output yang diharapkan meliputi:

a) ASN dengan kompetensi digital tinggi
dan integritas etika yang kuat.

Output ini mencerminkan
keberhasilan komponen input (rekrutmen
dan pelatihan) dalam menghasilkan SDM
yang tidak hanya kompeten secara teknis
tetapi juga beretika dalam pelayanan.

b) Pelayanan publik yang inovatif, cepat,
dan berkeadilan.

Output ini menunjukkan bahwa
kapabilitas  organisasi yang tinggi
ditunjang oleh kompetensi digital ASN
menghasilkan pelayanan publik yang

4. Outcome (Dampak Jangka Panjang)
Diadaptasi dari Ethical Governance
Framework

Komponen outcome bersumber dari
kerangka EG yang menekankan bahwa
tujuan akhir dari manajemen SDM publik
adalah terciptanya tata kelola yang
berintegritas dan mendapatkan
kepercayaan  publik  (Denhardt &
Denhardt, 2015; Cooper, 2012). Outcome
melampaui hasil teknis dan menyentuh
dimensi sosial dan politik dari birokrasi.
Outcome yang diharapkan meliputi:

a) Terbangunnya birokrasi etis digital

(ethical digital bureaucracy).

Konsep ini  mengintegrasikan
kompetensi digital dengan nilai-nilai etika
pelayanan publik, menciptakan birokrasi
yang tidak hanya efisien secara teknologis
tetapi juga akuntabel, transparan, dan
berorientasi pada kepentingan publik
(Cooper, 2012).

b) Kepercayaan publik meningkat

terhadap kinerja ASN dan Dinas

Kepegawaian.

Outcome ini mencerminkan prinsip
ethical governance bahwa legitimasi
birokrasi ditentukan oleh kepercayaan
publik, yang dibangun melalui konsistensi
antara janji dan praktik pelayanan
(Denhardt & Denhardt, 2015). Digitalisasi
yang beretika tidak hanya meningkatkan

efisiensi, tetapi juga memperkuat
kredibilitas institusi.
Integrasi HCD, OC, dan EG

menegaskan bahwa efektivitas birokrasi
digital bergantung pada sinergi antara
kompetensi, sistem, dan nilai. HCD
berperan sebagai penguat kompetensi
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digital ASN, OC menyediakan mekanisme
organisasi yang mendukung, dan EG
memastikan arah pelayanan tetap
berintegritas. Olehnya, human-centric
digital governance menjadi fondasi utama
dalam membangun birokrasi yang adaptif,
efektif, dan dipercaya publik.

Novelty dan Theoretical Contribution
Penelitian ini menawarkan

kebaruan teoretis melalui pengembangan

model integratif manajemen SDM publik

berbasis human-centric digital
governance. Berbeda dari studi
sebelumnya yang memisahkan

kompetensi digital dan etika pelayanan,
penelitian ini memposisikan keduanya
dalam hubungan fungsional kompetensi
digital sebagai enabler dan etika
pelayanan sebagai moral regulator dalam
satu siklus manajemen SDM publik.

Kontribusi teoretisnya terletak pada
tiga aspek. Pertama, integrasi lintas
kerangka (HCD, OC, dan EG) ke dalam
model sistemik yang menjelaskan relasi
antara Kkapasitas individu, dinamika
organisasi, dan nilai publik dalam
birokrasi digital. Kedua, penguatan konsep
digital competence with moral intelligence
sebagai basis pengembangan SDM yang
menggabungkan adaptivitas teknologi dan
integritas normatif. Ketiga, pengayaan
literatur melalui kontekstualisasi empiris
pada level kelembagaan lokal, yang masih
kurang terwakili dalam diskursus global.

Olehnya, penelitian ini tidak hanya
mengisi celah konseptual, tetapi juga
menyediakan kerangka analitis yang
operasional dan dapat diuji secara empiris
dalam pengembangan studi manajemen
SDM publik di era digital.

Analisis Kontekstual dan Kebutuhan
Model

Digitalisasi birokrasi menuntut ASN
tidak hanya adaptif secara teknologi,
tetapi juga berintegritas dalam pelayanan
publik. Di Dinas Kepegawaian Kota
Gorontalo, adopsi sistem digital sudah
berlangsung, namun masih bersifat
administratif dan belum transformasional.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara penerapan teknologi dan kapasitas
substantif aparatur.

Kesenjangan tersebut dipicu oleh
belum terintegrasinya kompetensi digital
dengan etika pelayanan dalam
pengembangan SDM, serta ketiadaan
sistem kinerja yang menghubungkan
kemampuan teknis dengan integritas.
Akibatnya, digitalisasi cenderung
menghasilkan efisiensi prosedural tanpa
peningkatan kualitas layanan.

Oleh karena itu, diperlukan model
manajemen SDM publik yang
mengintegrasikan kompetensi digital
sebagai pendorong inovasi dan etika
pelayanan sebagai pengendali normatif,
guna memastikan transformasi digital
yang efektif sekaligus berorientasi pada
nilai publik.
Struktur dan Model
Konseptual

Model yang dikembangkan dalam
penelitian ini disebut Model Rekonstruksi
Manajemen SDM  Publik  Berbasis
Kompetensi Digital dan Etika Pelayanan
Publik. Model ini dirancang untuk
mendukung terciptanya birokrasi yang
cerdas secara digital sekaligus
berintegritas dalam pelayanan publik.
Struktur model terdiri atas empat
komponen utama Sumber: (Febriyanto &
Dwiliandari, 2022); (Kim & Shin, 2019);
(Sudrajat, 2023); (Ogonek & Hofmann,
2018); (Denhardt & Denhardt, 2015);
(Anusca Ferrari, 2013); (Andrews dkk.,
2016); (Wang & Zeng, 2017): lebih

Komponen
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Sumber: (Pengembangan Peneliti, 2025);
(Febriyanto & Dwiliandari, 2022); (Kim &
Shin, 2019); (Sudrajat, 2023); (Denhardt &

Denhardt, 2015); (Ogonek & Hofmann,
2018)

Gambar 1. Model Rekonstruksi
Manajemen SDM Publik Berbasis
Kompetensi Digital dan Etika
Pelayanan Publik.

Tabel 3.
Model Rekonstruksi Manajemen SDM
Publik Berbasis Kompetensi Digital
dan Etika Pelayanan

Model Deskripsi Fokus Utama Indikator,

Kinerja/Implikasi
Tnput (Pandasi Tahap awal yang menekankan Rekrutmen ASN ASN menmiliki
P b dasar k i berbasis kompetensi kesiapan digital
ASN) digital dan etika pelayanan digital dan etika Gan moral sejak
publik sejak rekrutmen. Pemetaan individual awal
1 emetaan competency profile- Tersedia profil
Pelatihan literasi kompetensi
digital dan etika individual berbasis
publik nilai
Terbangunnya
fondasi etika
pelayanan publik
Proses Proses pengelolaan SDMpublik »  Impl i . T i dan
(Manajemendan  berbasis sistem digital melalui - integrated - objektivitas
Pengembangan  performance management dan performance pengawasan
Kompetensi) pengawasan berbasis data. st
ientasi pada i (epemi
nilai dan pembentukan budaya kepemimpinan publik
kerja digital yang etis. berbasis pilai (value transformatif dan
berintegritas

Terbentuk budaya

berbasis data kerja digital yang
beretika
Output (Kinerja __ Hasil langsung berupa Penguatan digital e ASN adaptif,
ASNdanInovasi  peningkatan kinerja ASN dan dexterity ASN kompeten. dan
Layanan Publik)  inovasi pelayanan publik yang Inovasi pelayanan berintegritas
berorientasi pada kepentingan publik berbasis Muncul inovasi
masyarakat serta berlandaskan teknologi dan layanan digital
nilai moral dan efisiensi empati publik
teknologi. s+ Kincrjaberorientasi s  Peningkatan
pada kepuasan kualitas dan
k efisieni birokrasi
Outcome (Capaian Pembenful ep
Organisasi dan ethical digital publik meningkat
Dampak Sosial) b L i
Transparansi dan adaptif dan
kolaborasi antarunit kolaboratif
kerja «  Sistem manajemen

L2
pemerintahan. Kepercayaan publik SDM publik
dan adaptivitas

berkelanjutan dan
organisasi iavri

(Febriyanto & Dwiliandari, 2022); (Kim &
Shin, 2019); (Sudrajat, 2023); (Ogonek &
Hofmann, 2018); (Denhardt & Denhardt,
2015); (Anusca Ferrari, 2013); (Andrews
dkk., 2016); (Wang & Zeng, 2017):

Hubungan Antardimensi Model

Hubungan antardimensi dalam
model ini bersifat siklik dan sinergis, di
mana setiap tahap saling memperkuat.
Kompetensi digital berfungsi sebagai
pendorong inovasi (enabler), sementara
etika pelayanan publik bertindak sebagai
pengarah nilai (regulator). Kedua dimensi
tersebut membentuk equilibrium system
yang menyeimbangkan kinerja teknologi
dan integritas moral. Dalam konteks
manajemen kepegawaian, hubungan ini
dapat  dipetakan melalui empat
mekanisme utama:

a) Integrasi kebijakan digital dengan
kode etik ASN untuk memastikan
inovasi tidak menyalahi prinsip
pelayanan publik.

b) Pelatihan berbasis nilai, yang
menggabungkan pelatihan teknis
digital dengan pembentukan
karakter etis.

c) Supervisi berbasis data dan nilai,
menggunakan teknologi untuk
mendeteksi penyimpangan
perilaku sekaligus mengedepankan
pendekatan humanistik.

d) Evaluasi kinerja berimbang, yang
menilai ASN tidak hanya dari aspek
output digital, tetapi juga dari
sikap, tanggung jawab, dan
keadilan dalam pelayanan.

Analisis Tematik Komparatif Model
Manajemen SDM Publik
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Analisis tematik berikut disusun
untuk memperdalam pemahaman
terhadap dinamika rekonstruksi
manajemen SDM publik dalam konteks
transformasi digital dan etika pelayanan.
Pendekatan ini menggabungkan hasil
sintesis literatur dan temuan empiris di
lingkungan Dinas Kepegawaian Kota
Gorontalo guna memetakan keterkaitan
antara kompetensi digital, etika pelayanan
publik, budaya organisasi adaptif, serta
kepemimpinan transformatif. Setiap tema
utama dikaji melalui dimensi teoritis dan
evidensi kontekstual, sehingga
menghasilkan pola hubungan yang
komprehensif antara aspek moral dan
teknologis dalam kinerja aparatur. Tabel
ini menjadi fondasi analisis komparatif
yang menegaskan posisi model integratif
SDM publik sebagai respon konseptual
terhadap kesenjangan teoritis dan
tantangan implementatif birokrasi
modern.

Tabel 4. Analisis Tematik Komparatif

Organization mengaitkan budaya
(Senge, 2006) budaya organisasi
mendorong pembelajaran adaptif digital,
pembelajaran dengan inovasi yaitu budaya
berkelanjutan teknologi kerja yang

di lembaga lentur terhadap
publik perubahan dan
berbasis
inovasi
teknologi
4 Kepemimpi Model Tidak selalu Mengusulkan

nan Publik Transformatio memperhitungk  kepemimpinan
nal Leadership an tantangan transformatif
(Bass & moral dan etika beretika, yaitu
Riggio, 2012) digital pemimpin yang
menitikberatk menyeimbangk
an pada visi an inovasi
dan motivasi digital dengan
perubahan nilai moral
publik
5 Integrasi Model Masih bersifat Model usulan
Sistem SDM Strategic HRM top-down, bersifat
Publik in Public kurang bottom-up
Sector (OECD, memperhatikan berbasis
2019) dinamika lokal konteks
menekankan daerah, dengan
sinkronisasi fokus pada
kebijakan dan empowerment
sistem ASN dan
kepegawaian pembentukan
integritas
digital lokal

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Hasil analisis tematik komparatif
pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
pendekatan manajemen SDM publik
terdahulu umumnya bersifat parsial baik
berorientasi pada aspek kompetensi,
etika, atau budaya organisasi namun
belum menghadirkan integrasi yang
menyeluruh dalam menghadapi tuntutan
digitalisasi birokrasi. Model rekonstruktif
yang diusulkan dalam penelitian ini
mengatasi fragmentasi tersebut dengan
menyatukan empat komponen utama
dalam satu kerangka konseptual yang

Model Manajemen SDM Publik holistik:  kompetensi  digital, etika
" vtma  pendelatn st Rekomstrlit pelayanan publik, budaya organisasi
fordahuly Moo P ean adaptif, dan kepemimpinan transformatif.
s Cooetency engtegrasik dimn Pendekatan ini dinilai relevan untuk
Goyatde,  Gignatisasidan gl ASK konteks birokrasi daerah seperti Dinas
espencer gt emampuan Kepegawaian Kota Gorontalo yang tengah
menckanian it berupaya memperkuat kapasitas digital
ek dan e dan moralitas ASN secara simultan.
peratukens Eelaronik Rekonstruksi Integratif Manajemen
P feloyanan  Governance. menyesualkan  an etka dignal SDM Publik
bt Demhardt, - tantmganetika  akunabilitas Integrasi kompetensi digital dan
menckankan  dignalinst proses. etika pelayanan publik bukanlah sekadar
Deroentasi  public hepotusan | kebutuhan adaptif terhadap
e e perkembangan  teknologi, melainkan
T S ehamn Tiaksesma Mengembange prasyarat fundamental bagi keberlanjutan
Organisasi ___Learning eksplisit an konsep

@ OO
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tata kelola SDM publik di tingkat lokal
(Battaglio, 2015). Berdasarkan temuan
lapangan di Dinas Kepegawaian Kota
Gorontalo, terlihat adanya kesenjangan
antara kebijakan peningkatan kapasitas
ASN dengan praktik implementasi
digitalisasi yang masih berorientasi
administratif. ASN cenderung memahami
digitalisasi sebatas penggunaan aplikasi,
bukan sebagai transformasi nilai dan
perilaku kerja. Kondisi ini mempertegas
urgensi model integratif, di mana
kompetensi digital diarahkan tidak hanya
untuk efisiensi teknis, tetapi juga untuk

memperkuat akuntabilitas dan
transparansi pelayanan.
Secara teoritis, model ini

memperkaya wacana manajemen publik
dengan menghubungkan dua tradisi
keilmuan yang selama ini berjalan paralel:
teori Digital Competency Framework
(Anusca Ferrari, 2013) dan teori Public
Service Ethics (Denhardt & Denhardt,
2015). Integrasi keduanya menciptakan
landasan  konseptual = baru  yang
menempatkan ASN bukan sekadar sebagai
pengguna teknologi, tetapi sebagai subjek
etis dalam ekosistem pelayanan publik
digital. Dengan demikian, teknologi
diposisikan bukan hanya sebagai alat
reformasi, melainkan sebagai instrumen
moral yang memperkuat legitimasi dan
kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Selain itu, dari perspektif organisasi,
model rekonstruktif ini menegaskan
pentingnya menciptakan ekosistem kerja
yang kolaboratif dan reflektif. Budaya
organisasi adaptif tidak hanya berarti
kemampuan untuk berubah, tetapi juga
kapasitas lembaga dalam
menginternalisasi nilai-nilai digital yang
berkeadaban. Pemimpin transformatif di
sini memainkan peran kunci dalam

memastikan bahwa inovasi digital tidak
kehilangan arah etikanya. Pemimpin harus
menjadi figur yang tidak hanya melek
digital, tetapi juga ethically literate,
mampu menafsirkan perubahan teknologi
dalam kerangka pelayanan publik yang

humanis.
Birokrasi Digital yang Beretika dan Adaptif

Sumber: (Pengembangan Peneliti, 2025);
(Febriyanto & Dwiliandari, 2022); (Kim &
Shin, 2019); (Sudrajat, 2023); (Denhardt &
Denhardt, 2015); (Ogonek & Hofmann,
2018)
Gambar 2. Kerangka Birokrasi Digital
Olehnya, rekonstruksi model SDM
publik berbasis kompetensi digital dan
etika pelayanan publik tidak hanya
berfungsi sebagai desain teoritis, tetapi
juga sebagai refleksi terhadap kebutuhan
empirik birokrasi lokal untuk
menyeimbangkan rasionalitas teknologi
dan nilai-nilai kemanusiaan dalam tata
kelola pemerintahan modern. Model ini
sekaligus menegaskan bahwa
keberhasilan digitalisasi pemerintahan
daerah tidak diukur dari jumlah aplikasi
yang digunakan, melainkan dari seberapa
jauh teknologi tersebut memperkuat

kepercayaan, tanggung jawab, dan
integritas aparatur dalam melayani
publik.

SIMPULAN DAN SARAN
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Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa
transformasi manajemen SDM publik di
era digital mensyaratkan integrasi antara
kompetensi digital dan etika pelayanan
publik sebagai pilar utama. Dalam konteks
Dinas Kepegawaian Kota Gorontalo,
digitalisasi tidak cukup ditopang oleh
kemampuan teknis, tetapi harus disertai
internalisasi nilai integritas, akuntabilitas,
dan orientasi pelayanan. Kompetensi
digital berperan  sebagai  enabler
efektivitas kerja, sementara etika publik
menjadi normative anchor yang menjaga
arah transformasi.

Model konseptual yang dihasilkan
menunjukkan hubungan interdependen
antara kompetensi digital, etika
pelayanan, budaya organisasi adaptif, dan
kepemimpinan transformatif sebagai satu
sistem yang memperkuat kinerja individu
dan kapasitas kelembagaan. Dengan
demikian, rekonstruksi SDM publik
berbasis digital dan etika merupakan
strategi sistemik, bukan sekadar respons
teknologis, dalam membangun birokrasi
yang kompetitif dan berintegritas.

Saran

Rekomendasi penelitian ini
mencakup tiga dimensi. Pertama,
kebijakan: perlunya regulasi yang

mendorong pengembangan kompetensi

digital dan integritas ASN melalui
pelatihan terintegrasi, asesmen, dan
sertifikasi. Kedua, kelembagaan:
penguatan peran Dinas Kepegawaian

dalam merancang sistem kinerja berbasis
indikator digital dan etika pelayanan.
Ketiga, penelitian lanjutan: pengujian
empiris model melalui pendekatan
kuantitatif untuk mengukur hubungan
antarvariabel dan kualitatif untuk

mendalami  dinamika etika dalam
birokrasi digital.

Implementasi model ini berpotensi
menjadikan Dinas Kepegawaian Kota
Gorontalo sebagai rujukan transformasi
SDM publik daerah yang tidak hanya
adaptif secara digital, tetapi juga kokoh
secara etis dan berorientasi pada

pelayanan publik yang substantif.
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